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BUPATT TAfrNI LTUT
PROVIIYSI KALIUAI|TAN AELATAIT

PERATT'RAIf BT'PATI TANNI I.AUT
rfouoR 0.L rArrun 2016

TETfTATfG

STAI{DAR OPENASIONAL PR,OSEDUR
PEIYYUST'I|A.tr PEI|BTAPAI{ XTflERT'A SXPD

DEI|GAI| RAHUAT TT'HAI| YAIIG UAHA ESA

BUPA1I TAIYAII LI\UT,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam Penyusunan Penetapan Kinerja,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tanah l,aut tentang Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Penetapan Kinerj a;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (l-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor ll2, Tambahan ttmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang
Pembentukan Peraturan Ferundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempata:nnya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di PeLaihari
pada tanggal 9a Cfbbsr Jlots;

Diundangkan di Pelaihari
pada tanegat *6 o?-W gas

AET|RETARIA DAERIS
sAlfAII L/tuT,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 4Jg
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